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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Defenisi Kebijakan
Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah
policy. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
pemerintah, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis
pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin
digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan
ekonomi jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang
lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang
debirokritisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi
Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan
dengan istilah lalin seperti (goals) program, keputusan, undang-undang,
ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design (Suharno:2009 :11).
2.2 Kebijakan Publik
Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup
berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan
sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat
nasional, regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
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peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi,
peraturan gubernur, peraturan daera kabupaten atau kota, dan keputusan bupati
atau walikota.
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan public, yaitu :
1. Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan
nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena
ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah
ditempuh.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat diketahui bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan
masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk
melakukan sesuatu biasanya terutang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan
perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang
mengikat dan memaksa.
2.3 Ciri-Ciri Kebijakan
Menurut pendapat Dunn yang sebagaimana (dalam budi winarno,
2002:53-54) mengemukan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu
sebagai berikut :
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1. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan
didefenisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu
lingkungan tertentu, masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi
masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis. Seperti telah
disinggung dimuka, suatu masalah tidak dapat mendefenisikan dirinya
sendiri, tetapi ia harus didefenisikan oleh individu kelompok yang
berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalaman subyektif
individu yang bersangkutan;
2. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang
(misalnya energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah
kebijakan dalam bidang lain, (misalnya, pelayanan kesehatan dan
pengguran). Pada kenyataannya, seperti dikatakan oleh Actof. Masalah-
masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun
merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang dibuat oleh messes,
yaitu suatu system kondisi ekternal yang menghasilkan ketidakpuasan
diantara segmen-segmen masyarakat berbeda;
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia
berbuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi
masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia,
masalah kebijakan itu juga bisa di terima sebagaimana defenisi-defenisi
yang sah dari kondisi sosial obyektif, dan karenanya masalah kebijakan
dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial;
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4. Dinamika. Masalah kebijakan ada banyak solusi yang bisa ditawarkan
memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak defenisi
terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah
pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk
memecahkan masalah tersebut.
2.4 Jenis Kebijakan Publik
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27)
mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan
publik sebagaiman tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat
memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu :
1. Tuntutan kebijakan (policy demand)yaitu tuntutan atau desakan yang
diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor
lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistim politik
untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan
tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, ulai
dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk
mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi
di dalam masyarakat;
2. Keputusan kebijakan (policy decisions) adalah keputusan yang dibuat oleh
para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah
terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di
dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan suatu (ketentuan-
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ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran
terhadap undang-undang;
3. Pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan resmi atau
penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya : ketetapan MPR,
keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan
ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan
pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut;
4. Keluaran kebijakan (policy outputs) merupakan wujud dari kebijakan
publik yang paling tidak dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal
yang nyata dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan
dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat kelurahan
kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah;
5. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) adalah akibat-akibat atau dampak
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau
yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau
tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-
masalah tertentu yang ada dalam masyarkat.
2.5 Implementasi Kebijakan
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti
pelaksanaan atau penerapan.Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.Kamus Webster
merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti
to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan
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sesuatu) to give practical offect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan
sesuatu harus disertai sasaran yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan
dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (dalam Solichin Abdul Wahab,
2005:64).
Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), implementasi
kebijakan sering dilihat sebagai proses yang penuh dengan muatan politik dimana
mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.
Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik
karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga
ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak lepas dengan
kepentingan politik atau kekuasaan.
Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong,
2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan
suatu rencana ke dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam
Harbani Pasolong, 2008:57) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai
kaitan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain
untuk mencapai sarana strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu
kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan
dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.
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2.6 Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks
karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena
itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public
mengenai proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.
Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam
mengkaji kebijakan publik.Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi
tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik
menurut Wilian Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) sebagai
berikut :
1. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik.Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat
masuk dalam agenda kebijakan.Pada akhinrnya, beberapa masalah masuk
ke agenda kebijakan paraperumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu
masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yanglain
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena
alasan-alasan tertentu ditunda untk waktu yang lama.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah terkait.Pemecahan masalah tersebut
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berasal dari berbagai alternatife atau pilihan kebijakan (policy
alternatives/policy options) yang ada.Dalam perumusan kebijakan masing-
masing alternatife bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang
diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing
aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah
terbaik;
3. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatife kebijakan yang ditawarkan oleh para
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatife kebijakan
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatife, konsensus
antara direktur lembaga atau putusan peradilan;
4. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika
program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-
badan admnistrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa
implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksanaan
(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentukan oleh
para pelaksana.
18
5. Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih
dampak yang diinginkan, yakni memecahkan masalah yang dihadapi
masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-
kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang
telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan
atau belum
2.7 Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan
diterapkan adalah rencana yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian
dijalankan sepenuhnya. Maka, pelaksanaan perencanaan juga dituntut untuk
melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam perencanaan,
permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak
belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan
antara  rancangan dengan implementasi.
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah
pengertian tentang  implentasi menurut para ahli.
Menurut Harsono, (2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Pelaksanaan adalah suatu
proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik
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kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka
penyempurnaan suatu program.
Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang
berjudul Pelaksanaan dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya
serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
2.8 Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus
bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam
suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk
menyelesaikan  program  kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi
suatu organisasi.
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang
dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas
tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan
kemampuan dan tuntutan masyarakat.
Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang
saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-
undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan
fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.
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2.2.1 Tugas Pokok
Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan
sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang
merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi
mencapai suatu tujuan.
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekijat
(1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in
a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur
dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10),
mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a
specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan  pekerjaan khusus yang
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner
dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah  kegiatan  pekerjaan
tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat
(1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari
suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga
menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas
pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan
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gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi
mencapai tujuan tertentu.
2.2.2 Fungsi
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut
para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal
(Skripsi: “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah
Kota Makassar”,2008),  Fungsi  merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong
pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan
lainnya.
Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi
menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas
yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang
pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis
menurut sifat atau pelaksanaannya.
Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam
Haslinda (2008:22),  yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu
tugas tertentu.
Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata  tugas pokok dan fungsi
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan \atau kegiatan yang dilaksanakan
oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama
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lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam
sebuah organisasi.
Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson (1993:37) menjelaskan
mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas
pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “Selain masalah praktis
dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan
dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar
berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai.
Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan
mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu
dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri,
penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.
Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun
TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara
langsung terhadap  efektivitas pegawai.  Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui
pelaksanaan tugas-tugasnya  secara  benar  dan  konsisten. Tugas pokok dan
fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi
kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas
pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai
dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan
yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data
organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.
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Lembaran daerah menurut Perda Kabupaten Kampar No. 6 tahun 2012
Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kampar:
a. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum yang meliputi
penatausahaan, Kepegawaian, keuangan, perencanaan program
anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi;
b. Menyusun Program  Kebijakan keluarga Berencana  dan keluarga
sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
c. Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan  keluarga
sejahtra, kesehatan reproduksi  serta pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak;
d. Pengelolaan data mikro pendudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, informasi
gender dan anak;
e. Melaksanakan Koordinasi terhadap Kegiatan instansi Pemerintah,
swasta, lembaga sosial dan organisasi Masyarakat di bidang
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtra serta
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
2.9 Pandangan Islam Tentang Tanggung Jawab
Dengan menggunakan segala unsur-unsur perbedaan derajat atau warna
kulit itu maka jadilah kerja menurut islam suatu tuntutan kewajiban yang
menyeluruh atas setiap orang yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan
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individu dan juga masyarakat. Jadi tidaklah kerja itu hanya khusus untuk
golongan hamba abadi sebelum nya.
Firman Allah bermaksud:
“Dan katakanalah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala apa
yang di perintahkan maka allah dan rasul-Nya serta orang-orang beriman akan
melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al-taubah:105)
Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insan dan ukuran yang
tanggung jawab yang berbeda. Firman allah bermaksud
“Dan bahwa sesunggunya tidak ada balasan bagi seseorang itu melainkan
balasan apa yang di usahakan”.(al-najm:39)
Pada suatu hari nanti setiap orang akan diminta oleh allah SWT
pertanggung jawaban, baik itu pertanggung jawaban sebagai pemerintah waktu
didunia, pertanggung jawaban sebagai ayah, ibu, anak, dan semuanya terhadap
apa yang kita lakukan selama kita hidup didunia. Sebagaimana firman allah SWT
dalam surat al-kahfi ayat 49 yang artinya :
Artinya :
“Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang – orang bersalah
ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata : “aduh
celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula)
yang besar, melainkan ia mencatat semuanya ; dan mereka dapat apa yang telah
mereka kerjakan ada (tertulis). Dan tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun.”
(Al-Kahfi : 49)
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Sesuai dengan firman allah diatas maka hendaklah kita mengetahui apa
saja yang telah kita kerjakan selama kita hidup didunia ini, agar kita tidak
menyesal dikemudian hari.
2.10 Variabel
Adapun variabel dalam penelitian ini adalah analisis pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi kantor badan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan.
2.11 Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,
diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iis Hermaeny Farantika tentang
“IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KECAMATAN KARANGDOWO
KLATEN”
Penelitian ini, Iis Hermaeny menyimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kecamatan Karangdowo Klaten sebesar 62,5% termasuk dalam kategori cukup,
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah sebesar 65,4% termasuk
dalam kategori sedang dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Tata usaha
sebesar 66,6% termasuk dalam kategori sedang dan Koordinasi pegawai dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kecamatan Karangdowo Klaten persentasenya sebesar 41,7% termasuk dalam
kategori rendah dan komunikasinya 70% termasuk dalam kategori sedang.
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Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Mada Sutapa membahas tentang
“PELAKSANAAN TUGAS POKOK, FUNGSI PEGAWAI KANTOR
DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI
PENDIDIKAN“
Penelitian ini, Mada Sutapa menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kota Yogyakarta dalam melaksanakan desentralisasi pemerintahan
daerah telah membuat perubahan struktur organisasi dan tupoksi pegawai, karena
kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewajiban
Pemerintah Daerah dan Pemahaman tupoksi pegawai di Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar (92%) pegawai
memahami tupoksi yang melekat pada dirinya dan ada kesesuaian antara tupoksi
dengan pekerjaan atau jabatan yang disandangnya. Dari sejumlah itu, sebanyak
33% terlibat langsung dalam merumuskan perubahan konsep Dinas Pendidikan
dan Pengajaran Kota Yogyakarta.
Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Azmanirah  Mardhatillah
meneliti tentang “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA”.
Dalam penelitian ini Azmanirah  Mardhatillah,  menyimpulkan bahwa
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan
di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam mengkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat terbagi atas 3 variabel yaitu: mendorong partisipasi
masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi.
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Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat untuk mendorong partisipasi
mayarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dikategorikan sedang. Hal
ini dapat dilihat dari hasil olah data kuesioner dengan responden yang terlibat
langsung dengan unit kegiatan masyarakat dengan angka rata-rata 2,58. Artinya
secara umum peran camat dalam mendorong partisipasi dapat dikategorikan
cukup baik.
2.12 Kerangka Pemikiran
Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1 kerangka Pemikiran
Sumber: perda nomor 6 tahun 2012
Dari Kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa
pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi kantor Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kampar mempunya peranan penting
dalam system pemerintahan di kabupaten Kampar.
Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Kantor
Pencapaian
Tujuan
Menyelenggarakan
pelayanan
Pengelolaan administrasi
Menyusun Program
Kebijakan
Pengelolaan data
kependudukan
Melakukan koordinasi
dengan instansi terkait
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Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan program
yang transparan akan dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat.
2.13 Konsep Operasional
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya
ilmiah yang berjudul “ AnalisisPelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Badan Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten
Kampar”. Adalah sebagai berikut :
2.1Tabel Operasional Variabel
Variabel Indikator Sub Indikator
Pelasanaan Tugas Pokok
dan fungsi kantor
a. Melaksanakan
Pengelolaan
administrasi umum
yang meliputi
penatausahaan,
Kepegawaian,
keuangan,
perencanaan
program anggaran
keuangan dan
perlengkapan serta
organisasi.
b. Menyusun Program
Kebijakan keluarga
Berencana  dan
keluarga sejahtera
serta Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan anak
c. Menyelenggarakan
pelayanan Keluarga
Berencana dan
keluarga sejahtra,
kesehatan
reproduksi  serta
1. Melakukan
penertiban
administrasi.
2. Melakukan
perencanaan
program anggaran
keuangan dan
perlengkapan serta
organisasi
1. menyusun rencana
kerja tahunan
2. menetapkan
program prioritas
dari kantor
1. memberikan
pelayanan sesuai
ketentuan dan
prosedur
2. memberikan
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pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan anak
d. Pengelolaan data
mikro pendudukan,
Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan anak,
informasi gender dan
anak
e. Melaksanakan
Koordinasi terhadap
Kegiatan instansi
Pemerintah, swasta,
lembaga sosial dan
organisasi
Masyarakat di bidang
Kependudukan,
Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtra
serta Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak
edukasi kesehatan
reproduksi serta
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.
1. Melakukan
pendataan
kependudukan.
2. Memberi informasi
yang berkaitan
dengan
perlindungan anak
dan informasi
gender.
1. Melakukan
koordinasi
terhadap instansi
yang berkaitan
dengan
kependudukan,
keluarga sejahtera
serta
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.
2. Menyesuaikan
program dengan
instansi yang
berkaitan dengan
keluarga berencana
dan pemberdayaan
perempuan.
Sumber : Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012
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2.2 Definisi Operasional
1. Pelaksanaan
Pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan
diterapkan adalah rencana yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian
dijalankan sepenuhnya. Maksudnya Yaitu upaya dari kantor badan keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan dalam mengimplementasikan
program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini
tentunya ada hambatan yang dilalui untuk mencapai target yang telah di
tetapkan.
2. Tugas
Tugas adalah  kegiatan  pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu
tujuan khusus.
3. Fungsi
Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu
sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-
masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau
pelaksanaannya.
4. Pencapaian tujuan
Dalam hal ini apakah program yang telah disusun, dan telah dilaksanakan
dengan semestinya sudah tercapai dengan semestinya.
